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1. Formulir PRFRAMERAT YRR &ahanViriyRg Raya

2. Rekaman lIzin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha dan perubahan;

4. Data pendukung untuk perubahan: 1) Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau
keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama; 2) Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan
domisili perusahaan/perjanjian sewa menyewa/akta jual beli/sertifikat HGB; 3) NPWP, melampirkan
NPWP baru; 4) Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha; 5)
Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan: a. Circular Resolution Of The
Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani
oleh seluruh pemegang saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai
nominal saham (bukan lembar saham); b. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan
bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of the
Shareholders/RUPS yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan
terakhir; c. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan
rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih
dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan; d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang
saham adalah : 1. Perorangan Indonesia : KTP yang masih berlaku, NPWP (bagi yang berdomisili di Luar
Negeri dikecualikan, tetapi melampirkan Paspor dan/atau Permanent Residence yang dilegalisasi KBRI
setempat), dan /atau 2. Badan Hukum Indonesia, melampirkan serta rekaman Akta Pendirian
Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuaan/pemberitahuaan dari
Menteri Hukum dan HAM, NPWP perusahaan.

4. Data pendukung untuk perubahan: 1) Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau
keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama; 2) Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan
domisili perusahaan/perjanjian sewa menyewa/akta jual beli/sertifikat HGB; 3) NPWP, melampirkan
NPWP baru; 4) Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha; 5)
Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan: a. Circular Resolution Of The
Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani
oleh seluruh pemegang saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai
nominal saham (bukan lembar saham); b. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan
bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of the
Shareholders/RUPS yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan
terakhir; c. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan
rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih
dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan; d. Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang
saham adalah : 1. Perorangan Indonesia : KTP yang masih berlaku, NPWP (bagi yang berdomisili di Luar
Negeri dikecualikan, tetapi melampirkan Paspor dan/atau Permanent Residence yang dilegalisasi KBRI
sStempatl.en ataw 2 Radan Hukum, Indonesia, Mgl ik SF T SRR AR SRR R b man asi.
Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuaan/pemberitahuaan dari

Menteri Hukum dan HAM NPWP periisahaan 6) Rencana investasi melamopirkan alasan nerubahan
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1. Pemohor] Bf@aHyarxattimisiiHA Al r i BenRg dtdYdverizinan yang mereka butuhkan di help desk
(layanan informasi) : 1) Petugas help desk memberikan informasi tentang formulir permohonan,
persyaratan dan informasi lain tentang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh
pemohon; 2) Bagi pemohon yang sudah mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
administrasi, petugas help desk mengarahkan pemohon untuk menyampaikan dokumen

permohonannya ke petugas Front office.

. 2. Petugas front office menerima dokumen permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai

persyaratan : 1) Jika dokumen permohonan yang disampaikan memenuhi syarat administrasi, petugas
Front office menerima dokumen permohonan tersebut, meregister dan memberikan resi tanda terima
dokumen, dan memberikan informasi kapan perizinan tersebut selesai. 2) Jika dokumen permohonan
yang disampaikan tidak memenuhi syarat administrasi atau belum lengkap, petugas front office
menyerahkan kembali dokumen permohonan yang disampaikan dan memberikan arahan serta list
dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon; 3) Petugas front office memasang, mengisi Form
ceklist kelengkapan dan distribusi dokumen permohonan pada map dokumen, dan menyampaikan

dokumen permohonan perizinan IP PERUBAHAN PMDN kepada petugas back office.

. 3. Petugas back office menerima dokumen permohonan IP PERUBAHAN PMDN dari petugas front

office, memverifikasi dan membuat surat ke Tim Teknis SOPD sesuai jenis perizinan yang diajukan,
untuk diverifikasi dan/atau dilakukan peninjauan lapangan jika pandang perlu, proses pemeriksaan
dan penyelesaian berkas permohonan IP PERUBAHAN PMDN dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima : 1) Petugas back office mengisi form alur
distribusi dokumen; 2) Petugas back office mempelajari dokumen permohonan dan membuat surat
untuk Tim Teknis serta mengajukan proses tanda tangan kepada Kepala Bidang P3NP an. Kepala
DPMPTSP melalui Kepala Seksi P2NP 1; 3) Kepala Seksi P2NP 1 melakukan koreksi draf surat ke Tim
Teknis, mempelajari dokumen permohonan yang diajukan dan kemudian mengajukan surat yang telah
diperbaiki dan diparaf koordinasi kepada Kepala Bidang P3NP untuk dikoreksi dan ditandatangani; 4)
Kepala Bidang P3NP mempelajari surat untuk Tim Teknis dan dokumen permohonan perizinan IP
PERUBAHAN PMDN, mengoreksi untuk diperbaiki atau menandatanganinya; 5) Surat ke Tim Teknis
yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang P3NP dan dokumen permohonan disampaikan oleh

petugas back office kepada Tim Teknis SOPD dengan ekspedisi tanda terima dokumen.

4. Tim Teknis SOPD menerima surat dan dokumen permohonan untuk diverifikasi secara administratif
dan teknis, dan jika sesuai ketentuan perlu dilakukan pengkajian atau peninjauan lapangan, maka akan
dilakukan pengkajian atau peninjauan lapangan, paling lama dilakukan selama 2 (dua) hari kerja: 1)
Tim Teknis menerima surat pengantar dan dokumen permohonan serta membubuhkan tanda terima
pada buku ekspedisi; 2) Tim Teknis memverifikasi dokumen permohonan secara administratif dan
teknis, dan melakukan pengkajian teknis dan/atau peninjauan lapangan sesuai ketentuan teknis yang
bssialyk ATim tsknis mernbyat berta acara hasi verfliash iskiz 427 memRMRt Fekomndar teknis
atas dokumen permohonan yang diajukan apakah bisa disetujui atau ditolak; 4) Tim Teknis

menvambaikan dokumen nermohonan hasil verifikasi dan rekomendasi teknis kenada netucas back
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Waktu Penyel®eapadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

Biaya/ Tarif

Produk Pelayanan

. IP Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

| Tidak dipungut biaya

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Murung Raya melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Murung Raya, melalui Loket Pengaduan;

2. Telepon/SMS kenomor 085216207272;

3. Mengunjungi website : www.dpmptsp.murungrayakab.go.id;

4. Surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Cq. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan.

Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah laporan pengaduan diterima dengan lengkap

dan benar.
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